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TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  

2021 

03/HK.03.1-KPT/9209/KPU-KAB/X/2021, 7 HLM. 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG TIM 

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2021 
 

ABSTRAK     : bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas 

penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Tambrauw, perlu membentuk unit Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tambrauw dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Tambrauw Nomor: 03/HK.03.1-KPT/9209/KPU-

KAB/X/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw. 

 

Dasar  Hukum  Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Tambrauw  

menetapkan  Pembentukan  Unit  Pengendalian Gratifikasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw adalah : 

 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4250); 
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa 

Nomor 4250); 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesa Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);  

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
e. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri 
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Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 196); 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 
i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) 
 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1-
KPT/9209/KPU-KAB/X/2021 tertuang ketentuan mengenai penetapan 

Pembentukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian 
Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tambrauw,. 
 

CATATAN :   

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw ini berlaku 
sejak tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2021; 

 Lamp: 2 hlm. 


